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MOTTO 
 
 
 الْضَفاْوُغ َتْب َت ْنَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل  ْمُكِّبَّر ْنِّم  
“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu” 
(Al-Baqarah: 198) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta  
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
x 
 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
 
a. Vokal Tunggal 
xi 
 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….  أ  Fathah dan 
alifatau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
 
b. Ta Marbutah mati  
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  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu 
terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
xiv 
 
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuzuna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
 
 
 
KATA PENGANTAR 
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ABSTRAK 
Nasifah Sugestiana, NIM: 142.111.078, “Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa Sukabumi, 
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana praktik jual beli 
tembakau dengan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali dalam pandangan hukum Islam. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian (field research) atau penelitian 
lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer 
yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap penjual dan pembeli tembakau di Desa 
Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, serta data sekunder yang 
diperoleh dari buku, Al-Qur’an, dan Al-Hadist yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tembakau dengan uang muka 
yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sah, 
karena penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau tersebut mengandung unsur 
gharar (ketidakjelasan menganai batasan waktu) dalam hal jadi atau tidaknya 
transaksi yang dilakukan. 
 
Kata kunci: Jual Beli, Uang Muka, Hukum Islam. 
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ABSTRACT 
Nasifah Sugestiana, NIM: 142.111.078, "selling and Buying of Tobacco With Down 
Payment Perspective of Islamic Law (Case Study: Sale and Purchase of Tobacco in 
Sukabumi Village, Cepogo Sub-district, Boyolali District)". 
This study aims to find out how the practice of buying and selling tobacco 
with a down payment that occurred in the Village District Sukabumi Cepogo Boyolali 
District in view of Islamic law. 
This research includes the type of research (field research) or field research is 
research conducted directly in the field, with primary data obtained from interviews 
with tobacco sellers and buyers in the Village Sukabumi Cepogo District Boyolali 
District, as well as secondary data obtained from the book, Al- Qur'an, and Al-Hadith 
related to the problems studied. 
The results showed that tobacco sale with down payment happened in 
Sukabumi Village, Cepogo sub-district, Boyolali regency is illegal, because the use of 
down payment in buying and selling of tobacco contains gharar element (unclear 
about time limit) in terms of whether or not the transaction is done. 
 
Keywords: Selling and Buying, Down Payment, Islamic Law. 
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ABSTRAK 
Nasifah Sugestiana, NIM: 142.111.078, “Jual Beli Tembakau Dengan Uang 
Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa 
Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana praktik jual beli 
tembakau dengan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali dalam pandangan hukum Islam. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian (field research) atau penelitian 
lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data 
primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap penjual dan pembeli 
tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, serta data 
sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, dan Al-Hadist yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tembakau dengan uang 
muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 
tidak sah, karena penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau tersebut 
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan menganai batasan waktu) dalam hal 
jadi atau tidaknya transaksi yang dilakukan. 
 
Kata kunci: Jual Beli, Uang Muka, Hukum Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Nasifah Sugestiana, NIM: 142.111.078, "selling and Buying of Tobacco With 
Down Payment Perspective of Islamic Law (Case Study: Sale and Purchase of 
Tobacco in Sukabumi Village, Cepogo Sub-district, Boyolali District)". 
This study aims to find out how the practice of buying and selling tobacco 
with a down payment that occurred in the Village District Sukabumi Cepogo 
Boyolali District in view of Islamic law. 
This research includes the type of research (field research) or field 
research is research conducted directly in the field, with primary data obtained 
from interviews with tobacco sellers and buyers in the Village Sukabumi Cepogo 
District Boyolali District, as well as secondary data obtained from the book, Al- 
Qur'an, and Al-Hadith related to the problems studied. 
The results showed that tobacco sale with down payment happened in 
Sukabumi Village, Cepogo sub-district, Boyolali regency is illegal, because the 
use of down payment in buying and selling of tobacco contains gharar element 
(unclear about time limit) in terms of whether or not the transaction is done. 
 
Keywords: Selling and Buying, Down Payment, Islamic Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan banyaknya kebutuhan manusia, banyak pula cara-cara 
yang dilakukan untuk memenuhinya. Salah satunya adalah dengan cara jual 
beli, agar kebutuhan antar sesama manusia bisa terpenuhi. jual beli adalah 
suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara 
sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak 
lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, yang sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.1Jual 
beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah.
2
 Dasar hukum jual beli yakni 
Q.S Al-Baqarah ayat 275 dengan bunyi  وَِّبرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا َُّللَّا َّلَحَأَوا  yang artinya 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba...”.3 
Sebagai kawasan pertanian yang subur, penduduk di Desa Sukabumi, 
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyoali banyak yang berprofesi sebagai 
petani. Selain menanam sayuran pada musim-musim tertentu, penduduk Desa 
Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali juga menanam tanaman 
tembakau sebagai salah satu komoditi yang bisa menghasilkan banyak 
                                                             
1
 Masjupri, Fiqh Muamalah, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 96. 
2
 Rachmat Syafei, Fiqh Mu‟amalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 15. 
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah), hlm. 50. 
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keuntungan. Warga Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali 
biasanya mulai menanam tembakau hampir secara bersamaan, masyarakat 
biasa menyebutnya “mangsa wolu” yakni disekitar bulan april-mei dan 
tembakau tersebut akan dijual pada “mangsa siji” yakni pada bulan juli-
agustus.
4
 
Pada praktik transaksi jual beli tembakau yang terjadi di desa 
Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali umumnya masyarakat 
menjual tanaman tembakau yang siap panen namun masih pada pohonnya 
(dengan sistem tebas). Biasanya pembeli tembakau akan melakukan tawar 
menawar dengan penjual hingga harganya disepakati. Setelah disepakati 
pembeli memberikan uang muka sebagai tanda kesungguhan dalam transaksi 
yang telah dilakukan, kemudian pembayaran sisa atau pelunasan biasanya 
diberikan setelah tembakau mulai dipanen atau sesudah pemanenan selesai.
5
 
Uang muka diberikan untuk meyakinkan penjual tentang 
kesungguhannya dalam bertransaksi. Dalam praktik penggunaan uang muka 
pada jual beli tembakau, terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli 
yakni, apabila pembeli membatalkan transaksi atau tidak jadi membeli, maka 
uang muka tersebut akan menjadi milik penjual tanpa harus kehilangan 
                                                             
4
 Nuri, Petani, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 16.30-16.50 WIB. 
5
 Surip, Pembeli, Wawancara  Pribadi, 2 Desember 2017, 14.40-14.55 WIB. 
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dagangannya, dan apabila penjual membatalkan transaksinya, maka uang 
muka harus kembalikan kepada pembeli dua kali lipat.
6
 
Jual beli dengan uang muka atau dengan kata lain uang panjar itu, di 
dalam Islam disebut dengan Ba’i ‘Urbu>n yakni seorang pembeli memberikan 
sejumlah uang muka/uang panjar. Dinamakan demikian, karena di dalam akad 
jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang 
menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh 
pembeli pertama.
7
 
Praktik jual beli tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, 
Kabupaten Boyolali, setelah harga disepakati biasanya pembeli akan 
memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda kesungguhan dalam 
bertransaksi. Tidak ada patokan untuk pemberian uang muka, pemberian uang 
muka berdasarkan kehendak dari pembeli. Pada transaksi tersebut, apabila 
pembeli tidak jadi membeli tembakau dari petani, maka uang muka yang 
sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik 
penjual/petani. Namun apabila penjual yang membatalkan, maka penjual 
harus mengembalikan uang muka dua kali lipat.
8
 
Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa apabila pembeli membatalkan 
transaksinya, maka akan kehilangan uang muka yang telah dibayarkan tanpa 
                                                             
6
 Nuri, Petani, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 16.30-16.50 WIB. 
7
 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207. 
8
 Nuri, Petani, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 16.30-16.50 WIB. 
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mendapat apa-apa, sedangkan penjual mendapatkan uang muka tanpa 
kehilangan barang dagangannya. Namun apabila penjual yang membatalkan, 
pembeli akan mendapat pengembalian uang muka sebesar 2 kali lipat tanpa 
rugi apapun. Dalam pembatalan transaksi, tidak ada kesepakatan mengenai 
batasan waktu pembatalan.
9
 
Pada hal ketidakpastian jangka waktu pembatalan, tembakau 
merupakan tanaman yang mempunyai masa yang berbeda dengan tanaman 
lain, sehingga apabila telah melewati masa panen tembakau belum juga 
dipanen, maka akan menyebabkan kualitas dan harga tembakau anjlok. Selain 
itu petani juga harus merawat tembakau pada saat masa tunggu sebelum 
dipanen, seperti menghilangi cabang dan daun hamanya agar kualitas tetap 
terjaga.
10
 Jarak antara waktu transaksi dengan pemanenan tembakau 
umumnya berkisar antara 1-2 minggu, tergantung dari kondisi tembakaunya 
sendiri.
11
 
Pembatalan transaksi yang terjadi dari pihak pembeli disebabkan 
karena faktor cuaca yang terlalu banyak curah hujan, karena dalam 
pengolahan tembakau bila dalam satu hari tembakau yang sudah diolah belum 
juga mengering maka kualitas tembakau akan rusak sehingga dapat 
menimbulkan kerugian yang besar bagi pembeli.
12
 Sedangkan pembatalan dari 
                                                             
9
 Rosidi, Petani, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 15.40-16.05 WIB. 
10
 Nuri, Petani, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 16.30-16.50 WIB. 
11 Ibid., 
12 Surip, Petani, Wawancara Pribadi, 12 Juli 2018, 14.50-13.20 WIB. 
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pihak penjual kebanyakan dikarenakan permintaan pembayaran segera kepada 
pembeli karena kebutuhan mendesak.
13
 
Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian  tentang sesuai atau tidaknya praktik jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka menurut pandangan hukum Islam. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat penelitian dengan 
judul “Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam 
(Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa Sukabumi, Kecamatan 
Cepogo, Kabupaten Boyolali)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 
atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian 
dalam penyusunan skripsi ini adalah: 
a. Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan uang muka yang terjadi di 
Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali? 
b. Bagaimana praktik jual beli tersebut menurut pandangan hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana praktik jual 
beli tembakau dengan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali dalam pandangan hukum Islam . 
                                                             
13 Kukup, Petani, Wawancara Pribadi, 12 Juli 2018, 14.00-14.15 WIB. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 
penelitian adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan menambah 
pengetahuan mengenai penggunaan uang muka dalam jual beli menurut 
hukum Islam.  
2. Manfaat praktis 
Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
E. Kerangka Teori 
Dari judul yang penulis ambil maka kerangka teori yang dapat 
dipaparkan seperti berikut: 
Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda 
yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi 
barang, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh 
7 
 
syara‟ dan disepakati.14 Unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli: perjudian 
(maisir), ketidakjelasan (gharar), suap menyuap, bunga (riba), dan bathil.
15
 
Jual beli dengan uang muka atau uang panjar di dalam Islam disebut 
dengan Ba’i ’Urbu>n yakni seorang pembeli memberikan uang panjar (DP). 
Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang 
panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak 
berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.
16
 
Definisi Ba’i ’Urbu>n (jual beli dengan sistem uang muka/panjar) 
menurut istilah yaitu “seseorang yang membeli barang kemudian 
membayarkan uang panjar kepada penjual dengan syarat, bilamana pembeli 
jadi membelinya maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi 
membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual”.17 
Jual beli dengan uang muka, yakni membeli barang dengan 
membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia 
jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Namun bila tidak 
jadi, uang itu menjadi milik penjual. Jual beli semacam ini boleh menurut 
ketentuan Fatwa Majma Fikih Islam, kalau diberi batasan waktu menunggu 
secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah 
                                                             
14 Masjupri, Fiqh Muamalah, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 96. 
15 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan 
Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada Unuversity press, 2018), hlm. 46. 
16
 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli….. hlm. 207. 
17
 Ibid., hlm. 208. 
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dilaksanakan, serta menjadi hak penjual kalau pembeli tidak jadi membeli 
barangnya.
18
 
Karena penggunaan uang muka dalam transaksi tembakau sudah 
menjadi kebiasaan bagi warga Desa Sukabumi, maka penulis menggunakan 
kaidah ‘urf, kata ‘urf  berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti sebagai adat 
kebiasaan. Jadi ‘urf ini adalah kata lain dari pada adat. Bunyi kaidah ‘urf 
sebagai berikut, 
  ةَمَّكَُمُ ُةَداَعَْلا 
Artinya: “adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum.”19 
Selain teori ‘urf, dalam kasus ini juga terdapat kaidah-kaidah yang 
berkaitan dengan m>u’amalah, kaidah tersebut berbunyi, 
راَرِضَلاَوَرَرَضَلا 
Artinya: ”tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”20 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebagai bahan perbandingan, maka penulis mengetahui hal-hal apa 
yang sudah diteliti dan belum diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. 
Penulis mencoba memaparkan karya-karya yang membahas tentang hal 
                                                             
18
 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Ma La Yasa‟ at-Tajira Jahluhu, Terj …. hlm. 
132. 
19
 Abu Bakrin al-Ahdal al-Yaman as-Syafi‟i, Al-Faraaidi Al-Bahiyah “Al-Qoidah Al-
Robi‟ah”, (Kediri: Ploso, tt), hlm. 24. 
20
 Yusuf Al-Qardhawi, al-Qawaid al-Hakamah Fiqh Muamalah, Terj. Fedrian Hasmand, 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 133. 
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tersebut dan membaca hal-hal yang berkaitan dengan penelitian diantaranya 
yaitu: 
Dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre 
Order di Toko Online Sakinah”karya dari Dudu Rupiyanto tahun 2015.21 Di 
dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai penggunaan uang muka dalam 
jual beli pesanan menurut hukum Islam tanpa ada kerugian materiil yang 
dialami oleh pihak penjual. Kemudian penulis menganalisis masalah 
penggunaan uang muka dalam jual beli dengan dasar hadis yang 
mengharamkan jual beli dengan sistem uang muka, serta pendapat yang 
menganggap penggunaan uang muka merupakan perbuatan memakan harta 
orang lain dengan cara bathil. Kesimpulan dari skripsi tersebut jual beli 
dengan uang muka yang dilakukan tersebut merupakan jual beli yang tidak 
sah dengan dasar hadist dar Rasulullah yang melarang jual beli dengan uang 
muka serta pendapat dari Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan Imam Malik yang 
menganggap jual beli dengan uang muka itu tidak sah sehingga penjual harus 
mengembalikan uang muka kepada pembeli secara keseluruhan. Sedangkan 
skripsi saya meneliti mengenai praktik jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka dengan menggunaan teori‟urf, teori jual beli dan 
teori ba’i Urbu>n. 
                                                             
21
 Dudu Rupiyanto,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko 
Online Sakinah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam 
Negeri  (IAIN) Surakarta, 2015, hlm. 30. 
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 Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan 
Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsal Rejo Kecamatan Wedarijaksa 
Kabupaten Pati)” karya P. Prakoso tahun 2013.22 Di dalam skripsi ini penulis 
membahas mengenai akad yang dipakai untuk uang muka yang telah 
dibayarkan ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan hadis serta 
pendapat dari Imam Mazhab tentang jual beli dengan uang muka (ba’i ‘urbu>n) 
dengan kesimpulan bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka 
merupakan jual beli yang tidak sah dengan dasar hadits Rasulullah yang 
mearang jual beli dengan persekot serta pendapat dari Imam Mazhab. 
Sedangkan dalam skripsi yang saya buat membahas mengenai jualbeli dengan 
menggunakan teori „urf, teori jual beli dan teori ba’i urbu>n. 
Dalam skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Jual 
Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka di Desa Sumberejo Kecamatan 
Banyuputih Kabupaten Situbondo: Studi Kasus di Desa Sumberejo”.Karya I 
Kamil tahun 2013.
23
 Dalam skripsi ini berfokus pada status uang mukanya 
apakah sah atau tidak menurut hukum Islam dengan dasar hadits dan 
perbedaan pendapat Imam Mazhab dengan kesimpulan bahwa jual beli yang 
                                                             
22
 PA Prakoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual 
Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (studi kasus di desa Bangsal Rejo Kecamatan Wedarijaksa 
Kabupaten Pati)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Walisongo,  2013, hlm. 20. 
23
 I kamil, “Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang muka di Desa 
Sumberejo Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo: Studi Kasus di Desa Sumbirejo”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Surabaya, Surabaya, 2013, hlm. 41. 
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dilakukan merupakan jual beli yang tidak sah dengan dasar hadits larangan 
jual beli dengan menggunakan uang muka serta pendapat Imam Mazhab, 
sedangkan skripsi saya membahas tentang praktik jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka dilihat dari teori úrf, teori jual beli dan teori ba’i 
urbu>n. 
Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status 
Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Di Batalkan (Studi 
Kasus di Saras Catering Semarang)” karya Umi Magfuroh tahun 2010, di 
dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan pesanan yang disebabkan 
karena tidak tepatnya waktu penyerahan pesanan, kesalahan pesanan dan 
kurangnya jumlah pesanan yang telah disepakati sebelumnya, masalah uang 
muka dalam skripsi ini hanya berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh 
pihak penjual. Skripsi ini langsung membahas pada hukum Islamnya 
mengenai uang muka yang hangus ketika pesanan dibatalkan dengan 
kesimpulan bahwa uang muka yang telah diberikan harus dikembalikan 
kepada pembeli secara keseluruhan. Sedangkan skripsi yang saya buat 
membahas mengenai praktik jual beli tembakau dengan menggunakan uang 
muka ditinjau dari teori urf, teori jual beli dan teori ba’i urbu>n.24 
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 Umi Magfuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian 
Pesanan Catering Yang Di Batalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo, 2010, hlm. 29. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
melakukan penelitian langsung di lapangan dengan cara wawancara.
25
 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pelaksanaan penulis 
melakukan wawancara di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten 
Boyolali yaitu sebuah desa tempat para petani tembakau tinggal dan 
bercocok tanam. Kemudian penulis mencari informasi yang berkaitan 
dengan penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
Pada penelitian lapangan ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan 
penelitian  di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 
karena penulis menemukan permasalahan penelitian di desa tersebut. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang 
meliputi: 
a. Data Primer 
Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara langsung dari informan. Dari 320 petani tembakau, penulis 
                                                             
25
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 
38. 
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mengambil 10 orang petani sebagai sample  untuk memperoleh data 
wawancara serta 3 pembeli tembakau.
26
 
b. Data Sekunder 
Yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-
laporan hasil penelitian, skripsi, dan jurnal yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. 
c. Data Tersier 
Bahan tersier yakni bahan yang dipakai sebagai pelengkap dari 
bahan primer maupun sekunder, seperti website atau internet yang ada 
kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Metode wawancara adalah metode penggalian data dengan cara 
berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak/ahli yang 
berkaitan dengan tema yang akan diteliti.
27
 Maka yang akan 
diwawancarai adalah para petani tembakau dan juga para pembeli 
tembakau, dari hal tersebut penulis akan peroleh data wawancara 
sehingga nanti data yang diperoleh adalah data primer. 
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 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 
hlm. 146. 
27
 Sugiyono, Metode Penelitian…. hlm. 47. 
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b. Kepustakaan 
Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara 
mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti bersumber pada buku-buku, 
laporan hasil penelitian dan sumber lainnya.
28
 
5. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu 
analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang 
peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada 
pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari 
wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. 
29
 
Seluruh data diolah dan diproses supaya tercapai sebuah 
kesimpulan. Mengingat data yang sifatnya sangat beragam, maka yang 
dipakai adalah teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, 
keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara 
sistematis, karena berwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data 
kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh 
dan selanjutnya dianalisis.
30
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 Ibid., hlm. 49. 
29
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 
hlm. 172. 
30
 Ibid. 
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Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: 
(1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta 
menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen 
proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung 
terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data 
sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka 
kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan 
penelitian.
31
 
Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan 
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, 
akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu 
analisis, kemudian peneliti melakukan penyimpulan dan verifikasi. Dalam 
melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling 
berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus didalam 
proses pelaksanaan pengumpulan data.
32
 
Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, 
menerangkan fakta-fakta yang khusus menjadi sutu pemecahan yang 
                                                             
31
 Ibid., hlm. 73. 
32
 Ibid., hlm. 179. 
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bersifat umum penerapannya dalam penelitian ini menganalisa           
beberapa data yang bersifat khusus. 
33
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah penguraian 
masalah yang diteliti supaya pembahasan dan analisis dalam penelitian 
menjadi terarah, runtut dan jelas. Penulisan yang sistematis membantu 
pembaca dalam memahami isi dari penelitian tersebut. Sistematika dalam 
penelitian ini antara lain: 
BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II: Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori-teori 
„urf , teori jual beli dan teori  jual beli dengan uang muka (ba’i urbu>n). 
BAB III: Bab ini membahas gambaran umum Desa Sukabumi 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, dan praktik jual beli tembakau 
dengan menggunakan uang muka yang terjadi di desa tersebut. 
BAB IV: Bab ini berisi analisis praktik jual beli dengan menggunakan 
uang muka ditinjau dari teori „urf, teori jual beli dan teori ba’i urbu>n.  
BAB V: Penutup. Pada bab ini merupakan bab yang terakhir yang 
isinya terdiri dari: kesimpulan dan saran. 
 
                                                             
33
 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi ........hlm. 245. 
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BAB II 
‘URF, JUAL BELI DAN BA’I URBU>>N 
 
A. ‘Urf 
1. Pengertian„Urf 
Secara etimologi, „urf berati “yang baik”. Para ulama ushul fiqh 
menbedakan antara adat dengan „urf dalam membahasan kedudukannya 
sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara‟. Adat didefinisikan 
dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya 
hubungan rasional.
1
 
2. Kaidah yang Berkaitan dengan „Urf 
ٌٌةَمَّكََمٌَةَّداَعلا 
“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.2 
 
3. Macam-macam „Urf 
 Para ulama ashul fiqh membagi „urf kepada tiga macam:  
a) Dari segi objeknya,„urf dibagi kepada: al-‟urf al lafzhi (kebiasaan 
yang mencangkup ungkapan) dan al-‟urf al-‟mali/ (kebiasaan yang 
berbentuk perbuatan). 
1) Al-‟urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam 
                                                             
1
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.137-138. 
2
 Ibid., hlm.143. 
18 
 
mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang 
dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya 
kebiasaan masyarakat telah mengkhususkan penggunaan kata 
daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan 
itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan „urf. 
2) Al-‟urf al-‟amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 
dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang 
dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat 
dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 
kepentingan orang lain, misalnya kebiasaan masyarakat dalam 
memakai pakaian tertentu dalam acara khusus. 
 Adapun yang terkaitan dengan muamalah perdata adalah 
kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi 
dengan cara tertentu, misalnya kebiasaa masyarakat dalam 
berjual beli bahwa barang-barang yang di beli diantar ke rumah 
pembeli oleh penjualnya apabila barang itu berat dan besar 
seperti lemasi es dan peralatan rumah tangga lainnya.
3
 
b)  Dari segi cakupannya, „urf terbagi dua, yaitu al-‟urf-‟am 
(kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‟urf al khash (kebiasaan 
yang bersifat hkusus). 
                                                             
3
 Nasrun Haroen, Ushul...., hlm. 139-140. 
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1) Al-‟urf al-‟am adalah kebiasaan tertentu yang belaku secara 
luas seperti masyarakat dan didelurh daerah. Contoh kebiasaan 
yang berlaku bahwa barat barang bawaan bagi setiap 
penumpang pesawat terbang adalah dua kilogram. 
2) Al-‟urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan 
masyarakat tertentu, seperti kebiasaan yang berlaku dikalangan 
pengacara hukum bahwa jasa pembela hukum yang akan dia 
lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. „urf al-
khash ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasaberkembnag 
sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
4
 
c) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, „urf terbagi dua: 
yaitu al- „urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al- „urf 
al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) 
1) Al-„urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat 
atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan 
tidak pula membawa mudarat kepada mereka. 
2) Al-„urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 
dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟. 
Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang yang 
menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang, 
                                                             
4
 Ibid., hlm. 140-141. 
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uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta dalam tempo satu 
bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh 
tempo dengan perhitungan bunga 10%.
5
 
4. Syarat-syarat „Urf 
a) „Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang berifat 
perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya urf itu 
berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat 
tersebut. 
b) „Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. Artinya „urf yang akan dijadikan sandaran 
hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 
hukumnya.  
c) „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 
dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua 
belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus 
dilakukan. 
d) „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. „Urf seperti 
ini tidak dapat dijadikan dalil syara‟, karena kehujjatan „urf bisa 
                                                             
5
 Ibid., hlm. 141. 
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diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum 
permasalahan yang dihadapi.
6
 
 
B. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Secara bahasa al-ba’i (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu 
dengan sesuatu”.7 Pengertian jual beli, adalah suatu perjanjian tukar 
menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara 
kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya 
menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.8 
Ba’i (jual beli) berarti menukarkan suatu benda dengan benda lain, 
sedangkan menurut syara ialah memberikan hak milik suatu benda dengan 
cara menukar berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan 
suatu benda yang dibolehkan dengan cara ta’biid (mengekalkan) dengan 
harga benda tersebut.
9
 
                                                             
6
 Ibid., hlm.140-141. 
7
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm.119. 
8
 Masjupri, Fiqh Muamalah, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 96. 
9
 Syekh Muhammad Qasim al Ghizzi, Fat-Hul Qarib. Terj. Ibnu Zuhri, (Bandung: Trigenda 
Karya, 1995), hlm. 174.  
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Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu 
(yang lain). Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat 
dalam mendefinisikannya, diantaranya : 
a. Menurut ulama Hanafiyah: pertukaran harta (benda) dengan harga 
berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). 
b. Menurut Imam Nawawi: pertukaran harga dengan harga untuk 
kepemilikan. 
c. Menurut Ibnu Qudamah: pertukaran harta dengan harta, untuk saling 
menjadikan milik.
10
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Dasar hukum jual beli yakni  Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 275 
اوَِّبرلاٌَمَّرَحَوٌَعْي َبْلاٌُ َّللَّاٌَّلَحَأَو 
Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba...”.11 
Qur‟an surat An-Nisaa‟ 29 
ٌَوَْمأاْوُلُكَْتََلااوُنَماَءَنْيِذَّلااَهُّ َيَيَا ٌةَرَِتٌَِنْوُكَتٌْنَأَّلاِإٌِلِطَبْلِبٌِْمُكَن ْ ي َبٌْمُكَلاٌْمُكْنِمٌٍضاَر َتٌْنَع
ٌَّنِإٌْمُكَسُف َْنأاْوُل ُتْق َتَلاَو(ٌا مْيِحَرٌْمُكِبٌَناٌَك ََّللَّا٩٢)  
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.”12 
Qur‟an surat Al-Baqarah (2): 198 
                                                             
10
 Rachman Syafei, Fiqih Muamalah…. hlm. 73-74. 
11
 Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, Al-Qur‟an dan Terjemah…. hlm. 50. 
12
 Ibid., hlm. 329. 
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ٌْمُكِّبَّرٌْن ِّمٌ لاْضَفاْوُغ َت ْ ب َتٌْنَأٌٌحاَنُجٌْمُكْيَلَعٌَسْيَل 
Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu”.13 
 
Selain dua ayat di atas juga ada As-Sunnah, yakni  dalam  hadis Nabi 
saw:  
ٌِمْلاَوِرْمَّتلِبُِرْمَّتلاَوِْيِْعَّشلِبُِر ْ يِع َّشلاَوٌِّر ُبْلِبٌِ ُّر ُبْلاَوٌِةَّضِفْلِبٌُِةَّضِفْلاَوٌِبَى َّذلِبٌُِبَى َّذلاٌِحْلِمْلِبٌُِحْل
 ٌدَيٍءاَوَسِب ءاَوَسٌٍلِْثبٌِ لاْثِمٌٍدَِيبا  دَيٌَناَكاَذِإٌْمُت ْ ئِشٌَفْيَكاوُعْ يِبَفٌُفاَنْصَلأٌاٌِهِذَىٌْتَفَل َتْخااَذِإَفٍدَِيبا  
Artinya: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar, garam dengan 
garam dengan ukuran yang sama dan dengan timbangan yang sama. 
Barang siapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan 
riba, jika berbeda jenis maka juallah sekehendakmu.” (HR. Imam 
Bukhori). Nomor Hadis 853.
14
 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli: 
Rukun jual beli ada 3 yakni sighat, pelaku akad, dan objek akad.
15
 
Kemudian syarat-syaratnya antara lain: 
a. Pelaku akad (penjual dan pembeli), syarat-syarat bagi pelaku akad 
antara lain: 
1) Berakal:  
Agar tidak terkecoh, orang gila atau orang bodoh yang 
melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah. 
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 Ibid., hlm. 30. 
14
 Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, “Kitab Al-Buyu‟”, Bab 
Ar-Riba, (Kediri: Darul „Ulum,tt), hlm. 170. 
15
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 70. 
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2) Kehendak pribadi 
Dalam hal ini artinya orang yang melakukan transaksi sesuai 
dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain. 
3) Tidak mubadzir 
Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) dengan dasar dari 
firman Allah Qs. An-Nisaa‟ ayat ke 5: 
ٌُ تَلاَوٌ.ٌ.ٌاَهْ يِفٌْمُىوُُقزْراَوا ماَيِقٌْمُكَلٌُ َّللَّاٌَلَعَجٌِتَِّلاٌُمُكَلاَوَْمأٌءاَهَفُّسلاٌاْو ُتْؤ.  
Artinya: “janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh 
itu kepedanya, yang Allah menjadikan kamu pemeliharaannya, 
berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada ditangan 
kamu)”.16 
4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa) 
Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang 
sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut 
pendapat ulama mereka dibolehkan berjual beli dengan barang 
yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu 
menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan islam sekali-kali 
tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan 
kepada pemeluknya.
17
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  Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, Al-Qur‟an dan Terjemah…. hlm. 325. 
17
 Wiwik Sundari, “Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif 
Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2006, hlm. 15.  
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b. Objek akad juga memiliki syarat, diantaranya: 
1) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan 
uang untuk dibelikan seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan 
suatu barang. 
2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada 
manfaatnya. 
3) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak 
dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada 
dilaut. 
4) Milik penuh dan penguasa penuh. 
5) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak..18 
c. Sighat, yaitu ucapan ijab dan Qabul. Ijab adalah perkataan penjual 
seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Qabul adalah ucapan 
seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian 
syaratnya: 
1) Keadaan ijab qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya 
pantas menjadi jawaban dari orang lain. 
2) Makna keduanya adalah mufakat. 
3) Tidak bersangkutan dengan yang lain. 
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 Syekh Muhammad Qasim al-Ghizzi, “Fat-hul Qarib”, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 
hlm. 175. 
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4) Tidak berwaktu. Artinya tidak ada yang memisahkan antara 
keduanya. 19 
4. Prinsip-prinsip Jual Beli Menurut Hukum Islam 
a. Larangan mengandung maisir. Menurut bahasa maisir berarti 
gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh 
keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering disebut dengan 
perjudian.
20
 
b. Larangan mengandung gharar. Menurut bahasa berarti pertaruhan, 
atau keraguan. Setiap transaksi yang belum jelas. Gharar bermakna 
ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang 
dilaksanakan.
21
 
c. Larangan jual beli dengan objek haram. Ketika objek yang 
diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak 
sah, misalnya jual beli khamr, dll.
22
 
d. Larangan mengandung riba. Riba diartikan sebagai tambahan.23 
e. Larangan berbuat bathil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang 
harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak 
yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai 
                                                             
19
 Ibid., hlm. 97-98. 
20 Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dam Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 191. 
21 Ibid., hlm. 77. 
22 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli … hlm. 146. 
23 Ibid., hlm. 116. 
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takarannya. Maka dari sisi ini transaksi yang terjadi akan menciptakan 
hubungan yang baik dengan terhindar dari kecurangan, ketidakjujuran, 
menutupi cacat barang, dll.
24
 
5. Hukum Jual Beli 
a. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli. 
b. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. 
c. Haram, sebagaimana pada jenis-jenis jual beli yang terlarang, artinya 
tidak sesuai dengan ketentuan syara‟. 
d. Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi 
dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.
25
 
6. Sifat-Sifat Jual Beli 
Adapun sifat-sifat jual beli adalah: 
a. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 
Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang 
melakukan akad. 
b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, 
atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang akad bukan 
ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil. 
c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat 
pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti 
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 Ibid., hlm. 195. 
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 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 108. 
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jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh 
sehingga menimbulkan pertentangan.
26
 
7. Macam-Macam Jual Beli 
a. Dilihat dari aspek objeknya jual beli dibagi menjadi empat macam 
yakni: 
1) Ba’i al-muqayyadh}ah, yakni jual-beli barang dengan barang yang 
lazim disebut jual beli barter. 
2) Ba’i al-mut}laq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara 
tangguh atau menjual barang dengan ts\aman secara mutlaq, seperti 
Dirham, Rupiah, atau Dollar. 
3) Ba’i s}harf, yakni meperjualbelikan ts\aman (alat pembayaran) 
dengan ts\aman lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dollar atau alat-alat 
pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. 
4) Ba’i Salam, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi 
sebagai ma>bi>, melainkan berupa da>i>n (tanggungan) sedangkan yang 
dibayarkan sebagai ts\aman, bisa jadi berupa ‘ai>n dan bisa jadi 
berupa da>i>n namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. 
Oleh karena itu ts\aman dalam akad salam berlaku sebagai „ai>n.27 
 
                                                             
26
 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Surakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 101. 
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b. Dilihat dari aspek ts\aman, jual beli dibagi menjadi empat macam 
yakni: 
1) Ba’i al-mura>bahah, yakni jual beli ma>bi> dengan harga pokok 
ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam 
akad. 
2) Ba’i al-Tau>liyah, yakni jual beli ma>bi> dengan harga asal tanpa ada 
penambahan harga atau pengurangan. 
3) Ba’i al-wadi>’ah, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan 
pengurangan sejumlah harga atau diskon. 
4) Ba’i al-Musa>wamah, yakni jual beli barang dengan ts\aman yang 
disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung 
merahasiakan harga asalnya.
28
 
5) Jual beli rugi (al-Ka>sa>rah).29 
c. Jual beli yang dilarang, tetapi sah hukumnya: 
1) T}alaqqi Rabba>n, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang 
dimana dia dicegat orang-orang yang membawa barang dari desa 
dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar, Rasulullah 
saw melarang jual beli semacam ini dengan tujuan mencegah 
terjadinya kenaikan harga. 
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2) Naja>syi>, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya 
dengan memancing-mancing orang agar mau membeli barang 
kawannya. berkaitan dengan iklan dan promosi palsu. Persaingan 
bisnis yang semakin ketat mengakibatkan biaya promosi meningkat. 
Untuk semakin menarik daya pikat, promosi pun dibuat dengan 
berlebih-lebihan. Sehingga seringkali kualitas dan fungsi barang tak 
sesuai dengan yang dipromosikan. 
3) Menawar barang yang ditawar orang lain. 
4) Menjual di atas penjualan orang lain, misalnya seseorang berkata 
“kembalikanlah saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku 
saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.30 
d. Jual beli terlarang dan batal hukumnya: 
1) Transaksi gharar, adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang 
bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang 
mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik 
yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah 
maupun menyerahkan objek akad tersebut. Praktik gharar ini bisa 
terjadi dalam beberapa bentuk: gharar dalam kuantitas, gharar 
dalam kualitas, gharar dalam harga, dan gharar dalam waktu 
penyerahan. 
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2) ikra>h}, adalah jual beli yang dilakukan dengan unsur paksaan. 
Paksaan dalam bisnis dua macam, yaitu: pPaksaan sempurna (ikra>h} 
mulji), yaitu seorang terpaksa melakukan transaksi bisnis karena 
terancam akan dibunuh atau akan dianiaya secara fisik. Kemudian 
aksaan tidak sempurna (ikra>h} gairu mulji), yakni paksaan yang 
tidak langsung secara fisik. Kedua jenis paksaan ini terlarang dalam 
transaksi bisnis islami. 
3) Ih’tikar, adalah menimbun barang untuk menaikan harga. Praktik 
menimbun barang dagangan sering dijumpai. Dalam praktik ini, 
seseorang, membeli barang yang masih murah dengan harga 
tertentu dan disimpan untuk dijual kembali ketika harga sudah 
melambung tinggi. 
4) Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syara‟ seperti 
anjing, berhala, bangkai binatang, kha>ma>r. 
5) Jual beli madhamin adalah menjual sperma hewan, dimana penjual 
membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. 
Anak hewan hasil perkawinan tersebut adalah milik pembeli. 
6) Jual beli mula>qih}, menjual janin hewan yang masih dalam 
kandungan. 
7) Jual beli muha>qa>lah}, yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang 
atau sawah. 
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8) Jual beli mukha>da>ra>h}, yaitu jual beli buah-buahan yang belum 
pantas untuk dipanen. 
9) Jual beli muammass}ah yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara 
menyentuh suatu barang (bila menyentuh maka harus membelinya). 
10) Jual beli dengan cara menentukan dua harga untuk satu 
barang/objek yang diperjualbelikan.
31
 
e. Macam-macam jual beli dilihat dari cara pembayarannya: 
1) jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara 
langsung atau biasa disebut jual beli tunai (kontan). 
Jual beli secara tunai (kontan) adalah jual beli dimana pembeli 
langsung memberikan uang atau barang dan penjual  menerimanya 
di tempat transaksi, atau jual beli dengan penyerahan barang 
langsung dan pembayaran kontan. 
2) Jual beli hutang dengan hutang 
Yaitu jual beli dengan cara pembayaran dan penyerahan barang 
tertunda.  
3) Jual beli nasi’ah} 
Yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda 
 
4) Jual beli  as-Salam 
Yaitu jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda.
32
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C. Jual Beli dengan Uang Muka/Ba’i ‘Urbu>n 
1. Pengertian Uang Muka/Ba’i ‘Urbu>n 
Al-‘urbu>n (ٌُنْو ُبْرُعَْلا)   secara bahasa berasal dari kata ٌَبّرَع-ٌَنَبْرَعو-ٌ َوُىَو
ٌُنُو ُبْرُع artinya seorang pembeli memberi uang muka/uang panjar.33 Di 
ucapkan ٌُنْو ُبْرُعَْلا dengan mendhamahkan ‘ai>n dan mensukunkan ra‟ dan bisa 
memfathahkan keduanya نُو ُبْرُع. Adapun ‘arbu>n, tidak umum diucapkan 
oleh orang-orang Arab.
34
  
Dinamakan demikian, karena didalam akad jual beli tersebut terdapat 
uang panjar yang bertujuan, agar orang lain yang menginginkan barang itu 
tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.35 
Definisi ba’i ’urbu>n (jual beli dengan sistem uang muka/panjar) 
menurut istilah “seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan 
uang panjar kepada penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi 
membelinya maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi 
membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual”.36 
Adapun arti terminologisnya adalah sejumlah uang yang dibayarkan 
dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila akad itu mereka 
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lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. 
Kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual.
37
 Jual beli semacam ini 
hukumnya haram, karena ketidakpastian dalam jual beli.
38
 
Bentuk Ba’i ‘Urbu>n adalah, pembeli membeli sesuatu dan 
menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli 
terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga.  Dan, 
apabila jual beli tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai 
hibah dari pembeli.
39
 
Dalam buku yang berjudul “Terjamah Al-Faraidul Bahiyyah” 
dikatakan bahwa hukum asal dari uang muka adalah tidak boleh, akan 
tetapi karena sangat dibutuhkan maka mendapat rukhsah dengan dasar 
kaidah ٌَر ْ يِسْيَّ تلاُبِلَْتُِةَّقَشَمَْلا yang artinya “keberatan itu bisa membawa kepada 
mempermudah” maka hukum uang muka menjadi mubah/boleh.40 
Jual beli berpanjar (dengan uang muka), yakni membeli barang 
dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan 
perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan kedalam harganya. 
Namun bila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual. Jual beli semacam 
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ini boleh kalau diberi batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu 
akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah dilaksanakan, serta 
menjadi hak penjual kalau pembeli tidak jadi membeli barangnya dengan 
dasar Hadis dari Nafi‟ bin Abdil Harits 
ٌِةَع َبْرَِبٌَِةَيَُمأٌِنْبٌناَوْفَصٌْنِمٌِنْج ِّسِللٌا راَدٌىَر َتْشِاٌ،ِثِرَالحاِدْبَعٌِتْبٌَعِفَنٌََّنَأ
ٌِناَوْفَصِلٌِةَئاِمَع َبْرَأَفٌَضْر َيٌَْلَرَمُعٌْنِاَوٌ،ُوَلٌُعْي َبْلاَُفرَمُعٌَيِضَرٌْنِإَف،ٍمَىْرِدٌِفَلاآ 
Bahwa dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan bin 
Umayyah dengan harga empat ribu Dirham. Apabila Umar ridha maka jual 
beli terlaksana. Dan, apabila Umar tidak ridha maka Shafwan akan 
mendapatkan empat ratus Dirham.
41
 
2. Ketetapan Majma Fikih Islam tentang Uang Muka 
Lembaga Fiqih Islam (Majma al-fiqh al-Islamiy) di Makkah al-
Mukarramah yang didirikan oleh Rabithah al-„Alam al-Islami (Organisasi 
Konferensi Islam/OKI) dalam muktaar yang ke-8, yang diselenggarakan di 
Siria pada tanggal 1-7 Muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) 
memutuskan hukum ba’i ‘urbu>n sebagai berikut:  
a. Pertama, yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka/panjar 
adalah: penjual menjual barang, lalu pembeli memberi sejumlah uang 
kepada penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, 
maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. 
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Namun kalau tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi 
milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli, ba‟I al-„urbu>n juga 
berlaku untuk sewa-menyewa (al-ijarah). Karena sewa-menyewa 
termasuk jual beli atas manfaat. Akan tetapi dikecualikan jual beli 
yang memiliki syarat harus diserahterimakan pembayaran di majelis 
akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba 
fadhal dan money changer). Akan tetapi ba’i ‘urbu>n tidak berlaku 
dalam ba’i al-mura>bah}ah bagi orang yang mengharuskan pembayaran 
pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua 
yang dijanjikan.  
b. Kedua, jual beli sistem uang muka/panjar dibolehkan bila dibatasi 
waktu menunggunya secara pasti, uang muka/panjar itu dimasukkan 
sebagian pembayaran bila pembelian berlanjut. Dan uang muka 
tersebut menjadi milik penjual, bila pembeli tidak jadi melakukan 
transaksi pembelian.
42
 
Ba’i ‘Urbu>n ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang 
memberikan kemudahan dan kebijaksanaan kepada kedua belah pihak 
(penjual dan pembeli). Dikatakan demikian karena pembeli apalagi 
seorang pedagang dalam membeli barang tentunya melihat kondisi 
yang terjadi di lapangan. Apakah barang yang akan dijual kembali 
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tersebut cocok atau tidak serta diminati atau tidak oleh masyarakat 
yang membelinya. Seandainya belum mengetahui kondisi tersebut, 
maka ia membeli barang tersebut dengan cara ‘urbu>n. Karena jika 
tidak demikian, barang yang akan dibeli tersebut khawatir nantinya 
dibeli oleh orang lain apalagi pembelinya sama-sama pedagang juga. 
Seandainya tidak jadi membutuhkan barang tersebut karena alasan di 
lapangan sebagaimana tersebut, maka ia membatalkan untuk membeli 
barang tersebut. Begitupun bagi penjual yang tidak ingin merasa 
dirugikan, baginya manfaat ‘urbu>n itu merupakan kompensasi 
menunggu barang yang belum ada kepastian jadi dibeli atau 
tidaknya.
43
 
3. Perbedaan Pendapat Mengenai Uang Muka 
Pada praktek penggunaan uang muka dalam jual beli, terdapat 
perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya penggunaan uang muka, 
perbedaan pendapatnya antara lain sebagai berikut: 
a. Syekh Abdul „Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana 
hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual-
beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya: ada dua orang 
melakukan akad jual-beli, jika jual-beli tersebut sempurna maka 
pembeli akan membayar seluruhnya, namun jika jual-beli tersebut 
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tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan 
tidak mengembalikannya kepada pembeli.” 
Jawaban: tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat 
yang paling shahih dari para ulama. Dengan syarat penjual dan 
pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual-beli yang dilakukan 
tidak sempurna.
44
 
b. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum pajar ini. Mayoritas 
ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‟iyah 
berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah. 
Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana 
dikemukakan dalam kitab Fatawa al-Safdiy ba’i al-‘urbu>n termasuk ke 
dalam jual beli yang fasid (rusak). Kemudian menurut Imam Malik 
sebagaimana telah dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu 
Amr bin Abd al-Barr-ba’i ‘urbu>n termasuk jual beli yang batal. Imam 
Syafi‟i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu 
karya An-Nawawi ba’i ‘urbu>n termasuk jual beli yang batal.45 Dalil-
dalil yang dipergunakan antara lain: 
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1) Hadis Amru bin Syu‟aib, dari ayahnya, dan kakeknya bahwa ia 
berkata: 
ٌ.ِنَبِْرُعْلاٌِعْي َبٌْنَعٌَمَّلَسَوٌِوْيَلَعٌُ َّللَّاٌىَّلَصٌ َِّللَّاٌُلْوُسَرٌىَه َنٌ:َلاَقٌُوْنَعَو 
“Rasulullah saw melarang jual beli dengan sistem „urbu>n (uang 
muka). (No. Hadist 821).
46
 Alasan mereka selain hadis di atas 
antara lain, 
2) Bahwa jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain 
dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada 
kompensasinya. 
3) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat 
memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat 
mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu 
pihak tidak ridha. 
4) Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak 
diketahui. Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa 
disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila 
dikatakan, “saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya 
kembalikan, namun uang bayarannya harus dikembalikan.”47 
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5) Ba’i ‘urbu>n diharamkan karena di dalamnya terdapat syarat 
(perjanjian) yang rusah (fasid). Abu Hisam al-Din al-Tharfawi 
mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (fasid) dalam 
muamalah adalah syarat yang menghalalkan sesuatu yang sudah 
diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. 
6) Ba’i ‘urbu>n mengandung ketidakjelasan (gharar), oleh karena itu 
termasuk ba‟i al-gharar, sementara gharar itu adalah sesuatu 
yang diharamkan.
48
 
c. Hambali berpendapat jual beli dengan menggunakan uang muka 
diperbolehkan.
49
 Demikian juga sebagian ulama lainnya. Mereka 
menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Dengan dasar: 
Diriwayatkan oleh Nafi‟ bin al-Harits 
ٌَُمأٌِنْبٌناَوْفَصٌْنِمٌِنْج ِّسِللٌا راَدٌىَر َتْشِاٌ،ِثِرَالحاِدْبَعٌِتْبٌَعِفَنٌََّنَأٌِةَع َبْرَِبٌَِةَي
ٌِناَوْفَصِلٌِةَئاِمَع َبْرَأَفٌَضْر َيٌَْلَرَمُعٌْنِاَوٌ،ُوَلٌُعْي َبْلاَُفرَمُعٌَيِضَرٌْنِإَف،ٍمَىْرِدٌِفَلاآ 
Bahwa dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan 
bin Umayyah dengan harga empat ribu Dirham. Apabila Umar ridha 
maka jual beli terlaksana. Dan, apabila Umar tidak ridha maka 
Shafwan akan mendapatkan empat ratus Dirham.
50
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Menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang 
mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya 
diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut petimbangan ‘urf 
(adat kebiasaan). Alasan lainnya: 
1)  Lemahnya hadist Amru bin Syu‟aib yang menjelaskan 
dilarangnya jual beli itu. 
2) Panjar merupakan kompensasi dari penjual yang menunggu dan 
menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Penjual 
tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan untuk berjualan.  
3) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan hak pilih 
terhadap hal yang tidak diketahui (gharar), karena syarat 
dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. 
Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, 
dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
51
 
d. Umar, Ibnu Sirin, dan Sa‟id bin al-Musayyab juga membolehkan Ba’I 
‘Urbu>n. Menurutnya, hadis yang melarang Ba’I ‘Urbu>n adalah hadis 
dhaif. Karena terdapat hadis shahih yang membolehkannya, seperti 
hadis riwayat Nafi‟ bin Abd al-Haris.52 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DESA SUKABUMI DAN PRAKTEK PENGGUNAAN 
UANG MUKA DALAM JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA SUKABUMI 
 
A. Gambaran Umum Desa Sukabumi 
1. Kondisi Geografis: 
Desa adalah struktur pemerintahan terendah di Negara kita. Dalam 
pertumbuhannya menurut sejarah potensi dan kemampuan yang sangat 
besar bagi ketahanan nasional pada seluruh kegiatan baik dibidang 
ideologi, politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. 
Desa Sukabumi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan 
Cepogo, Kabupaten Boyolali. Ditinjau dari segi geografisnya, desa 
Sukabumi termasuk daerah dataran tinggi, yakni terletak di kaki Gunung 
Merapi. 
Batas-batas wilayah Desa Sukabumi dapat dipaparkan antara lain 
sebagai berikut: 
a. Luas Wilayah Desa Sukabumi : 2.573.615 Ha. 
Dengan batas wilayah meliputi: 
Sebelah Utara  : Desa Genting 
Sebelah Timur  : Desa Mliwis 
Sebelah Selatan : Desa Gedangan 
Sebelah Barat  : Desa Suroteleng 
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b. Luas wilayah desa terperinci sebagai berikut: 
1) Luas Tanah Sawah  : -   Ha 
2) Luas Tanah Tegal   : 122.908  Ha 
3) Luas Tanah Pekarangan   : 15.000  Ha 
Total Luas   : 137.908  Ha 
c. Luas Tanah Kas Desa    : 
1) Luas Sawah   : -  Ha 
2) Luas Tegal   : 10.0525 Ha 
3) Luas Pekarangan   : 2  Ha 
4) Luas Bekas Sawah, Bekas 
Luas Bekas Lungguh dan 
Luas Bekas SPL   : -  Ha 
2. Demografi dan Monografi Desa 
a. Jumlah Penduduk Keseluruhan  : 3.643 jiwa 
b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
KELAMIN ANGKA 
Laki-laki 1.797 
Perempuan 1.846 
Jumble 3.643 
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c. Jumlah Kepala Keluarga (KK)  : 1.110  KK 
- Kepala Keluarga Miskin   : 147  KK 
d. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
PENDIDIKAN ANGKA 
Lulusan TK 70 
Lulusan Sekolah Dasar 90 
Lulusan SLTP 155 
Lulusan SLTA 30 
Lulusan Akademi (D1-D3) 3 
Lulusan Sarjana (S1-S3) 15 
Jumlah  363 
Dari pemaparan pada tabel jumlah penduduk berdasarkan riwayat 
pendidikannya, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa 
Sukabumi berpendidikan setingkat SLTP. 
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e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan 
PEKERJAAN ANGKA 
Pegawai Negeri Sipil 27 
ABRI 1 
Karyawan Swasta 35 
Wiraswasta 316 
Pedagang 221 
Tani 498 
Pertukangan 57 
Buruh Tani 155 
Pensiunan 11 
Jasa 17 
Jumlah  1.338 
Dari pemaparan tabel jumlah penduduk berdasarkan mata 
pencahariannya, penulis menyimpulkan bahwa penduduk Desa Sukabumi 
mayoritas berprofesi sebagai pedagang/wiraswasta dan petani. 
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f. Jumlah Penduduk Menurut Agama 
AGAMA ANGKA 
Islam 3.562 
Kristen Protestan 4 
Kristen Katolik 11 
Hindu - 
Budha - 
Khong Hu Chu - 
Lainnya - 
Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang telah 
dipaparkan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk 
desa Sukabumi beragama Islam. 
g. Wilayah Administrasi Desa 
1) Wilayah Kadus    : 3  Kadus 
2) Wilayah Dukuh    : 12 Dukuh 
3) Wilayah RW    : 9 RW 
4) Wilayah RT    : 31  RT 
5) Jumlah Perangkat Desa   : 7  Orang 
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6) Kepada Desa     : 1  Orang 
h. Sarana Pendidikan 
1) Sekolah TK     : 1 TK PKK; TK AL 
HIDAYAH 
2) Sekolah SD    : 2 SDN; 1 MIN 
3) Sekolah SMP    : - MTsN 
4) Sekolah SMA    : - SMA 
i. Sarana Ibadah 
1) Masjid     : 7  Masjid 
2) Langgar/Musholla   : 15  Musholla 
3) Gereja     : - Gereja 
4) Pura     : -  Pura 
3. Kondisi Ekonomi 
a. Potensi Unggulan Desa 
Potensi lahan dan usaha pertanian. Pengembangan usaha pertanian 
di Desa Sukabumi ditunjang oleh ketersediaan lahan pertanian yang 
subur, sarana irigasi tersier yang tertata. 
Warga Desa Sukabumi mayoritas penduduk yang berprofesi 
sebagai petani, menjadikan sayuran sebagai komoditas penunjang 
perekonomian karena lahan yang subur sebingga sayur mayur dapat 
tumbuh dengan baik didaerah ini. 
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b. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali secara bertahap menunjukkan ada peningkatan 
dengan adanya bantuan dari Pemerintah baik berupa BLT, Raskin 
setiap bulan diberikan dan Askeskin ditunjukan dengan SK. Bupati 
serta adanya pemugaran program rumah untuk keluarga miskin yang 
dilaksanakan setiap tahun II. 
Selain adanya bantuan dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi 
di Desa Sukabumi juga ditunjang oleh faktor pertanian dan juga faktor 
perdagangan. 
4. Kegiatan dan Ekonomi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali 
a. Kegiatan sosial 
Untuk dapat melangsungkan kehidupan manusia tidak dapat 
melepaskan diri dan saling menggantungkan antara satu sama lain, 
meskipun mereka telah dewasa atau matang pemikirannya. Demikian 
pula untuk mencapai cita-cita bersama memerlukan kerjasama dan 
kerja keras yang baik antara keduanya, termasuk melahirkan 
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial sebagaimana 
tercantum dalam Pancasila sila ke Lima. 
 Gotong royong dan kerjasama adalah ciri khas yang menonjol 
dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Sukabumi. Dengan 
49 
 
kerjasama inilah suatu cita-cita akan terwujud begitu juga halnya 
dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang ekonomi, saling 
tukar menukar manfaat satu sama lain, sehingga terjadi saling 
ketergantungan di antara satu sama lain. 
 Seperti halnya seorang petani dalam mengerjakan ladangnya 
tidak dapat melakukan sendiri, melainkan membutuhkan bantuan 
orang lain sebagai pembantu dalam mengerjakannya. Begitu juga 
sebaliknya, buruh tani membutuhkan uluran tangan para pemilik 
ladang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Bagi sebagian penduduk desa Sukabumi yang berprofesi 
sebagai petani juga memiliki kebiasaan saling membantu dalam 
menanam benih, biasanya mereka melakukan hal tersebut secara 
bergilir tanpa ada imbalan sedikitpun, namun bagi petani yang mampu 
dan memiliki biaya untuk membayar, biasanya mereka menggunakan 
jasa buruh tani, untuk membantu mengurus keperluannya dalam 
bercocok tanam. 
Desa Sukabumi terbagi menjadi 9 RW, setiap RW memiliki 3 
organisasi, yakni organisasi untuk para remaja, organisasi untuk 
bapak-bapak, kemudian organisasi untuk ibu-ibu. 
Warga Desa Sukabumi memiliki organisasi yang dibedakan 
antara generasi muda dan generasi tua, untuk generasi muda mereka 
memiliki organisasi remaja dengan acara rutin atau yang biasa disebut 
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dengan “kumpulan sinoman”. Mereka berkumpul bersama setiap 35 
hari sekali. Organisasi remaja ini biasanya bertugas untuk membantu 
orang-orang yang sedang punya acara, seperti acara pernikahan, 
pengajian rutin, kerja bakti bersih lingkungan, acara kematian dll. 
Warga desa Sukabumi khususnya kaum laki-laki yang sudah 
berumah tangga juga memiliki organisasi sosial, mereka menyebutnya 
organisasi gotong royong. Mereka juga melakukan acara kumpul 
bersama setiap 40 hari sekali secara rutin. Organisasi ini bertugas 
untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan desa, misalnya 
mencari atau membangun bendungan air, mencari alat yang dipakai 
untuk orang-orang yang sedang ada acara, mengurus dana desa dll. 
Selain organisasi remaja dan bapak-bapak, di Desa Sukabumi 
juga memiliki organisasi untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga, 
mereka biasanya melakukan kumpul bersama setiap 2 minggu sekali 
secara rutin, organisasi ini memiliki kegiatan seperti kerja bakti setiap 
hari jum’at, mengurus posyandu, dll. 
Pada 9 RW  tersebut, setiap 2 bulan sekali diadakan kumpulan 
bersama seluruh RW, dengan diambil perwakilan 5 orang bapak-bapak 
untuk membahas bagaimana perkembangan dari masing-masing RW. 
Selain kegiatan keorganisasian diatas, warga desa Sukabumi 
juga memiliki kegiatan-kegiatan social diantaranya sumbangan buku 
bekas untuk anak-anak sekolah, Terapi bagi anak-anak yang 
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mengalami difabilitas, dll. Selain kegiatan tersebut setiap rumah 
diadakan iuran rutin sebesar Rp 500,00- yang diambil secara bergilir 
setiap harinya, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk 
kepentingan bersama. Dana tersebut dipakai untuk keperluan seperti 
perbaikan fasilitas desa, untuk biaya sumbangan, untuk membeli 
seragam warga, untuk biaya menengok orang yang sakit, dll. 
b. Kegiatan keagamaan 
Pada Desa Sukabumi, setiap RW memiliki kegiatan pengajian 
rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu setiap 40 hari sekali. Pelaksanaan 
pengajian berada ditempat warga dan dilakukan secara bergilir. Selain 
pengajian rutin oleh ibu-ibu, terdapat pengajian rutin pula yang terdiri 
dari 3 RW secara bersama-sama. Pengajian tersebut dilakukan 
dimasjid terbesar di Desa Sukabumi. Pengajian rutin 3 RW ini 
dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selain pengajian rutin tersebut, 
terdapat pula pengajian rutin yang dinamakan pengajian Yatiman. 
Umumnya warga desa Sukabumi memberikan uang seikhlasnya pada 
saat pengajian untuk kemudian dibagikan bagi anak-anak yang sudah 
tidak memiliki orang tua. 
Selain kegiatan tersebut, di Desa Sukabumi juga memiliki 3 
organisasi yang didirikan oleh ibu-ibu yang diberi nama grup 
khosidah, fungsi organisasi ini bertujuan untuk mengisi acara-acara 
seperti acara pernikahan, pengajian, halal bihalal, dll. 
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Pada bulan puasa, warga Desa Sukabumi juga biasanya 
membagi jadwal pemberian takjil oleh setiap rumah, untuk diberikan 
kepada anak-anak yang ikut mengaji di TPA setempat, hal tersebut 
dilakukan oleh ibu-ibu warga Sukabumi sebagai penyemangat bagi 
anak-anak dalam belajar mengaji. Selain itu pada bulan puasa, setiap 
masjid selalu membuat acara yang diberi nama Kataman, sebagai 
tanda bahwa anak-anak yang mengaji sudah menyelesaikan tadarus 
Al-Quran 30 juz.  
c. Kegiatan pelestarian budaya 
Pada Desa Sukabumi, terdapat beberapa seni kebudayaan yang 
masih dilestarikan sampai sekarang, diantaranya kesenian rodat, 
wayang, reog, rebana untuk ibu-ibu, drumblek remaja dan sholawat. 
Selain kesenian tersebut terdapat pula tradisi Sadranan yang 
dilakukan disetiap menjelang bulan puasa. Dalam tradisi ini Desa 
Sukabumi mendapat giliran Sadranan pada tanggal 17 Sya’ban. 
Masyarakat desa Sukabumi menjadikan Sadranan sebagai tradisi untuk 
mendoakan leluhur di makam dan pengajian secara bersama-sama. 
Setelah itu warga desa Sukabumi menyiapkan makanan sebagai 
sedekah untuk dimakan secara bersama-sama.  
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B. Praktik Penggunaan Uang Muka Dalam Jual Beli Tembakau Di Desa 
Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali 
Penggunaan uang muka merupakan hal yang biasa digunakan di dalam 
proses jual beli, seperti halnya uang muka dalam jual beli tembakau yang 
terjadi di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 
Penggunaan uang muka dalam transaksi jual-beli tembakau di Desa 
Sukabumi sudah menjadi kebiasaan bagi warga setempat. Sehingga setiap kali 
melakukan jual-beli tembakau pasti menggunakan uang muka. 
Pada praktiknya, masyarakat Desa Sukabumi menjual tembakau yang 
sudah siap panen, dengan menggunakan sistem tebasan dan masih berada 
pada pohonnya. Masyarakat memilih jual beli tebasan dengan alasan mudah 
dan praktis, selain itu masyarakat juga tidak perlu bersusah payah dalam 
mengolah tembakaunya, alasan lain menggunakan sistem ini karena tidak 
semua petani di Desa Sukabumi mempunyai alat, modal dan juga 
keterampilan dalam mengolah tembakau. 
Pada umumnya ketika masa panen tembakau sudah tiba, para pembeli 
mendatangi ladang atau langsung mendatangi rumah para petani (setelah 
melihat langsung kondisi tembakau) untuk menawar tembakaunya. 
Selanjutnya penulis memperoleh informasi tentang tatacara 
pelaksanaan jual beli tembakau dari Bapak Sumidi yang mengatakan, bahwa 
jual beli antara petani tembakau dengan pembeli (penebas), dimana petani 
berakad untuk menyerahkan tembakau yang masih berada dipohon secara 
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keseluruhan. Sedangkan pihak pembeli berakad membayar dengan sejumlah 
uang sebagai timbal balik dari penyerahan tembakau atas dasar suka sama 
suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah harga disepakati pembeli 
memberikan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi dari transaksi yang 
dilakukan. Pelunasan sisa pembayaran biasanya dilakukan setelah tembakau 
mulai dipanen atau bisa juga setelah pemanenan selesai.
1
  
Bapak Roni (petani tembakau) juga memaparkan alur jual beli 
tembakau, yakni sebagai berikut: tembakau yang dijual adalah tembakau yang 
sudah siap panen, daunnya sudah tua namun belum menguning. Pembeli 
biasanya mendatangi ladang untuk melihat kondisi tembakau dan kemudian 
menawar secara langsung. Setelah harga disepakati, pembeli memberikan 
uang muka kepada penjual sebagai tanda jadinya transaksi. Kemudian antara 
penjual dan pembeli membuat kesepakatan, apabila pembeli membatalkan 
transaksi maka uang muka akan hangus dan menjadi milik penjual, namun 
sebaliknya, apabila dibatalkan oleh penjual, maka penjual harus 
mengembalikan uang muka dua kali lipat kepada pembeli.
2
  
Bapak Slamet Tarom menjelaskan bahwa uang muka merupakan 
sejumlah uang yang diberikan diawal (setelah adanya kesepakata harga) 
sebagai tanda kesungguhan dari transaksi yang telah dilakukan. Jumlah uang 
muka yang diberikan sesuai dengan kehendak dari pembeli. Selain pemberian 
                                                             
1
 Sumidi, Petani, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2018, 14.50-15.15 WIB. 
2
 Roni, Petani, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2018, 16.10-16.25 WIB. 
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uang muka, penjual dan pembeli juga bersepakat bahwa apabila jual beli 
dibatalkan dari pihak pembeli, maka uang muka yang diberikan kepada 
penjual menjadi milik penjual, kemudian apabila jual beli dibatalkan dari 
pihak penjual, maka penjual harus mengembalikan uang muka dua kali lipat 
kepada pembeli.
3
  
Menurut Bapak Surip (pembeli tembakau), uang muka adalah 
pembayaran sebagian harga yang dilakukan oleh pihak pembeli, sebagai tanda 
bahwa transaksi jual beli tersebut sudah jadi, sehingga petani sudah tidak bisa 
menawarkan tembakaunya kepada orang lain lagi. Jumlah uang muka yang 
diberikan sesuai dengan kehendak dari pembeli.
4
  
Selain itu Bapak Surip juga memaparkan bahwa, dalam penggunaan 
uang muka ada kesepakatan yang sudah dilakukan secara turun temurun, 
yakni apabila terjadi pembatalan dari pihak pembeli maka uang muka yang 
telah diberikan hangus dan tidak bisa diminta kembali (menjadi milik penjual) 
sebagai kompensasi karena telah merawat tembakau sebelum dipanen, namun 
apabila pembatalan dilakukan oleh pihak penjual, maka pihak penjual harus 
mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli duakali lipat sebagai 
ganti rugi waktu menunggu pemanenan.
5
  
Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan 
uang muka dalam jual beli tembakau sudah menjadi adat kebiasaan yang 
                                                             
3
 Slamet Tarom, Petani, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2018, 16.40-17.00 WIB. 
4
 Surip, Pembeli, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2018, 15.35-15.55 WIB. 
5
 Ibid. 
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seperti yang dilakukan masyarakat desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, 
Kabupaten Boyolali. Jumlah uang muka yang diberikan sesuai dengan 
kehendak dari pembeli, kemudian apabila terjadi pembatalan dari pihak 
pembeli, maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik petani 
(penjual), namun bila pembatalan dilakukan oleh pihak penjual, uang muka 
harus dikembalikan kepada pembeli dua kali lipat. 
Mengenai praktik penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau 
yang berhasil penulis simpulkan, dari beberapa informan atau responden 
dilapangan yang dapat mewakili kasus-kasus dalam transaksi tembakau 
adalah sebagai berikut: 
1. Uang muka dalam jual beli antara Bapak Nuri (penjual) dengan Bapak 
Warto (pembeli) 
Bapak Nuri menjual tembakaunya yang masih berada di pohon dengan 
sistem tebas kepada bapak Warto. Setelah tawar menawar disepakati, 
Bapak Warto memberikan uang muka sebagai tanda kesungguhan 
transaksi. Namun selang satu bulan bapak Warto membatalkan transaksi 
jual beli dengan alasan cuaca buruk, sehingga tidak bisa mengolah 
tembakau dari bapak Nuri. Bapak Nuri mengaku beliau mengalami 
kerugian lebih dari uang muka yang diberikan.
6
 
 
                                                             
6
 Nuri, Petani, Wawancara Pribadi, 1 April 2018, 15.25-15.50 WIB. 
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2. Uang Muka jual beli antara Bapak Maryono (penjual) dengan Bapak 
Rohmad (pembeli) 
Bapak Maryono menjual tembakaunya kepada Bapak Rohmad dengan 
sistem tebas. Kemudian Bapak Rohmad memberikan uang muka kepada 
bapak Maryono. Selang hampir 2 minggu bapak Maryono meminta uang 
lagi kepada Bapak Rohmad, namun bapak Rohmad belum bisa 
memberikan karena tembakau milik bapak Maryono belum dipanen. 
Karena bapak Maryono membutuhkan uang segera, beliau kemudian 
membatalkan transaksi dan mengembalikan uang muka kepada bapak 
Rohmad dua kali lipat, dan menjual tembakaunya kepada orang lain yang 
bisa membeli lunas dalam jangka waktu yang singkat.
7
 
3. Uang muka dalam jual beli antara Bapak Sulih (penjual) dengan Bapak 
Tardi (pembeli) 
Bapak Sulih menjual tembakaunya kepada Bapak Tardi dengan sistem 
tebas. Setelah harga disepakati, Bapak Tardi memberikan uang muka 
kepada bapak Sulih sebagai tanda kesungguhan dari jual beli yang 
dilakukan. Selang waktu hampir satu bulan, pihak pembeli membatalkan 
transaksi dengan alasan cuaca buruk, sehingga produksi tembakaunya 
macet. Bapak Sulih mengaku beliau mengalami kerugian lebih dari jumlah 
uang muka yang diberikan.
8
 
                                                             
7
 Maryono, Petani, Wawancara Pribadi, 2 April 2018, 14.20-14.35 WIB. 
8
 Sulih, Petani, Wawancara Pribadi, 2 April 2018, 15.10-15.45 WIB. 
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4. Uang muka dalam jual beli tembakau antara Bapak Parno (penjual) dengan 
Bapak Uyit (pembeli) 
Bapak Parno menjual tembakaunya kepada bapak Uyit dengan cara 
tebasan. Setelah harga disepakati bapak Uyit memberikan uang muka 
kepada bapak Parno sebagai tanda kesungguhan dalam bertransaksi. Selang 
satu minggu, bapak Uyit membatalkan transaksi yang telah dilakukan. Dari 
pembatalan tersebut bapak Parno mengaku beliau tidak mengalami 
kerugian materiil, beliau hanya rugi tenaga dan waktu, beliau juga 
mengaku uang muka yang diberikan lebih besar dari kerugian yang di 
alami.
9
 
5. Uang muka dalam jual beli tembakau antara bapak Sholikin (pembeli) 
dengan bapak Sugeng (penjual) 
Bapak Sholikin membeli tembakau dari bapak Sugeng dengan sistem 
tebas. Setelah harga disepakati, bapak Sholikin memberikan uang muka 
kepada bapak Sugeng. Selang waktu satu minggu, bapak Sholikin 
membatalkan transaksi dengan alasan cuaca yang terlalu banyak hujan, 
sehingga beliau lebih memilih membatalkan dan merelakan uang muka 
yang telah diberikan, dari pada harus menanggung kerugian yag lebih besar 
akibat gagal produksi karena kendala cuaca.
10
 
                                                             
9
 Parno, Petani, Wawancara Pribadi, 6 April 2018, 14.00-14.20 WIB. 
10
 Sholikin, Pembeli, Wawancara Pribadi, 6 April 2018, 14.50-15.15 WIB. 
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6. Uang muka dalam jual beli tembakau antara bapak Wito Sakat (penjual) 
dengan bapak Yatno (pembeli) 
Awalnya bapak Wito menjual tembakaunya kepada bapak Yatno 
dengan sistem tebasan. Setelah keduanya bersepakat mengenai harga, 
bapak Yatno memberikan uang muka kepada bapak Wito. Selang sekitar 
10 hari bapak Wito meminta bapak Yatno untuk memberikan uang lagi 
karena beliau membutuhkan uang segera. Namun bapak Yatno tidak 
menyanggupi, karena tembakau belum dipanen dan bapak Yatno masih 
menggarap tembakau milik penjual yang lain. Karena hal tersebut, bapak 
Wito membatalkan transaksinya dan mengembalikan uang muka dua kali 
lipatnya, sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi dilakukan.
11
 
7. Jual beli antara Bapak Tardi (pembeli) dan Bapak “A” (atas permintaan 
responden nama penjual disamarkan) 
Bapak Tardi membeli tembakau milik bapak A dengan sistem tebasan, 
setelah tawar menawar disepakati bapak Tardi memberikan uang muka 
kepada bapak A. Selang tiga hari keluarga dari pihak bapak A 
membatalkan transaksi dan mengembalikan uang muka dua kali lipat 
kepada Bapak Tardi dengan alasan tanah yang ditanami bapak A, 
merupakan tanah yang masih dalam sengketa. Bapak Tardi mengaku tidak 
                                                             
11
 Wito Sakat, Petani, Wawancara Pribadi, 6 April 2018, 15.25-15.40 WIB. 
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mengalami kerugian apapun, beliau juga mengatakan mendapat 
keuntungan dari pengembalian uang muka tersebut.
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
12
 Tardi, Pembeli, Wawancara Pribadi, 21 April 2018, 13.20-13.55 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN MENGGUNAKAN UANG 
MUKA DI TINJAU DARI TEORI ‘URF, JUAL BELI DAN TEORI BA’I 
URBU>N 
 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai praktik jual beli tembakau 
dengan menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali, tinjauan diawali dari teori ‘urf, teori jual beli dalam Islam, 
kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap praktik jual beli tersebut berdasarkan 
teori ba’i ‘urbu>n. 
A. Analisis Praktik Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka di Desa Sukabumi 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Ditinjau dari Teori ‘Urf 
Dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan pada latar belakang 
masalah BAB I dan juga pada BAB III, penulis menyimpulkan bahwa 
penggunaan uang muka dalam transaksi tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali sudah menjadi kebiasaaan bagi warga setempat, 
sehingga setiap kali melakukan transaksi jual beli tembakau pasti menggunakan 
uang muka, maka dalam hal ini penulis menganggap hal ini termasuk dalam ’urf 
atau (adat kebiasaan) atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan 
dasar kaidah   ةَمَّكَُمُ ُةَداَعَْلا yang artinya “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.”1 
                                                             
1 Abu Bakrin al-Ahdal al-Yaman as-Syafi‟i, Al-Faraaidi Al-Bahiyah….  hlm. 24. 
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Dilihat dari segi objeknya, jual beli tembakau dengan menggunakan uang 
muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 
termasuk dalam jenis Al-’urf al-’amali yaitu kebiasaan masyarakat yang 
berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
2
 Penulis 
menyimpulkan demikian karena pada praktiknya kebiasaan tersebut berlaku pada 
jual beli perorangan yakni antara penjual tembakau dengan pembeli. 
Dilihat dari segi keabsahannya, jual beli tembakau dengan menggunakan uang 
muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 
termasuk dalam jenis Al-‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 
dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟.3 Dalam hal ini penulis 
menganggap jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka yang terjadi 
mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, yakni dalam hal batasan waktu 
apakah jadi dibeli atau dibatalkan dan juga dalam hal pembayaran sisa harga 
yang belum diberikan. Sehingga dalam hal ini penulis menganggap kebiasaan 
tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli menurut Islam yang tidak 
membolehkan adannya unsur gharar. 
 
 
 
 
                                                             
2
 Nasrun Haroen, Ushul...., hlm. 139-140. 
3
 Ibid.,  
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Ditinjau dari syarat-syarat „Urf, antara lain: 
1. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang berifat 
perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum.  
Dalam praktinya jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka 
yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali 
berlaku secara umum pada seluruh masyarakat desa tersebut, sehingga 
dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa transaksi tersebut sesuai 
dengan syarat „urf poin 1. 
2.  ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. 
Praktik jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka di Desa 
Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali sudah terjadi sejak 
zaman dahulu, sehingga masyarakat saat ini hanya meneruskan kebiasaan 
dari nenek moyang mereka. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa 
praktik jual beli tersebut sesuai dengan syarat „urf poin 2 karena 
permasalahan/persoalan baru muncul setelah kebiasaan tersebut sudah 
memasyarakat. 
3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash dan dalil, sehingga menyebabkan 
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 
Pada praktiknya jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka 
di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, tidak sesuai 
dengan nash atau dalil Islam, karena dalam jual beli tersebut terdapat unsur 
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gharar atau ketidakpastian baik dalam batasan waktu menunggu ataupun 
batasan waktu pembayaran sisa harga yang belum diberikan, sehingga tidak 
sesuai dengan syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang 
muka (adanya batasan waktu yang jelas). jadi dalam hal ini penulis 
menyimpulkan bahwa jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka 
di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sesuai 
dengan syarat „urf  poin 3. 
 Dari keseluruhan analisis dengan menggunakan teori „urf di atas penulis 
menyimpulkan bahwa jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka di Desa 
Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam jenis al-„urf 
al-‘Amali yakni kebiasaan yang berkaitan dengan muamalah perdata, selain itu 
kebiasaan dalam transaksi tersebut termasuk dalam jenis  al-‘urf al-fasid karena 
dalam jual beli tersebut mengandung unsur gharar yang tidak sesuai dengan hukum 
Islam. Selain itu kebiasaan dalam jual beli tembakau tersebut tidak memenuhi syarat-
syarat „urf  karena salah satu syarat „urf  tidak boleh bertentangan dengan dalil yang 
ada, sedangkan dalam islam gharar adalah sesuatu yang dilarang. 
B. Analisis Praktik Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka di Desa Sukabumi 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Ditinjau dari Teori Jual Beli  
Warga Desa Sukabumi termasuk bagian dari pengguna uang muka, khususnya 
dalam jual beli tembakau. Dalam transaksi tembakau yang terjadi di Desa Sukabumi, 
65 
 
umumnya masyarakat menjual tembakaunya dengan sistem tebasan dan 
menggunakan uang muka/panjar. Didalam transaksi tembakau juga terdapat 
kesepakatan, apabila pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka yang telah 
diberikan tidak bisa diminta kembali dan menjadi milik penjual, mereka menganggap 
hal tersebut sebagai ganti rugi bagi penjual karena kehilangan kesempatan untuk 
menawarkan dagangannya kepada pembeli lain, dan sebagai ganti rugi karena 
didalam masa menunggu, penjual harus melakukan perawatan terhadap dagangannya, 
seperti mengilangi cabang dan hamanya. Hal tersebut membuat penjual kehilangan 
waktu, tenaga dan kesempatan berjualan.  
Selain kesepakatan tersebut, antara penjual dan pembeli juga bersepakat apabila 
transaksi dibatalkan dari pihak penjual, maka uang muka yang telah diberikan kepada 
penjual harus dikembalikan dua kali lipat kepada pembeli. Dalam hal pembatalan 
transaksi tidak ada batasan waktunya. 
Praktik penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau biasanya setelah harga 
disepakati, pihak pembeli akan memberikan uang muka yang jumlahnya ditentukan 
sesuai dengan kehendak dari pembeli. Selain itu, apabila transaksi berlanjut, 
pelunasan biasanya dilakukan saat tembakau mulai dipanen atau setelah pemanenan 
selesai. 
Dari pemaparan tersebut penulis menganalisis jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi dilihat dari segi rukun dan 
syarat jual beli menurut hukum Islam sebagai berikut. 
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Rukun dan syarat jual beli: 
1. Pelaku akad.4 
Dalam hal ini yang dimaksud pelaku akad adalah penjual dan pembeli 
tembakau yang telah memenuhi syarat jual beli menurut Islam yakni 
berakal, kehendak pribadi (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), 
Baligh, dan bukan pemboros. 
2. Objek akad.5 
Objek akad dalam penelitian ini adalah tembakau, tembakau 
merupakan tanaman yang suci (bukan benda najis), ada manfaatnya, dapat 
diserah terimakan, milik penuh, dan objek tersebut telah diketahui oleh 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 
3. Sighat.6 
Sighat atau ucapan ijab dan qabul yang dilakukan dalam trasaksi 
tembakau berhubungan, telah terjadi mufakat oleh kedua belah pihak, dan 
tidak berwaktu (ijab qabul terjadi di waktu itu juga). 
Dari pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa jual beli tembakau yang 
terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali telah memenuhi 
rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam. 
                                                             
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 70. 
5
 Ibid., 
6
 Ibid., 
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Kemudian dilihat dari macam-macam jual beli, jual beli tembakau yang terjadi di 
Desa Sukabumi termasuk jenis ba’i al-mut}laq yakni jual beli barang dengan barang 
lain secara tangguh atau menjual barang dengan t}saman (alat tukar dalam hal ini 
adalah uang) secara mut}laq.7  
Dilihat dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, praktik jual beli tembakau 
dengan menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan yang dilarang 
menurut Islam, dalam praktinya jual beli tembakau tidak memiliki batasan waktu 
antara jadi dibeli atau dibatalkan, serta dalam hal pelunasan juga tidak ada ketentuan 
atau kesepakatan waktu pelunasannya. Dari hal tersebut penulis menyimpulkan 
bahwa jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka yang terjadi di Desa 
Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sah, karena mengandung 
unsur gharar atau ketidakpastian. 
C. Analisis Praktik Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka di Desa Sukabumi 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Ditinjau dari Teori Ba’i ‘Urbu>n  
Dari pemaparan yang sudah dijabarkan oleh penulis pada latar belakang masalah 
BAB I dan juga hasil wawancara pada BAB III, maka penulis menyimpulkan bahwa 
praktik jual beli tembakau dengan menggunakan uang muka yang terjadi di Desa 
Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, umumnya setelah harga 
disepakati kedua belah pihak, pihak pembeli memberikan uang muka sebagai tanda 
                                                             
7
 Ghufron A Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual … hlm. 141. 
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kesungguhan kepada penjual dengan jumlah sesuai dengan kehendak dari pembeli, 
kemudian dalam hal pembatalan transaksi antara penjual dan pembeli tidak 
menentukan batas waktunya, hanya saja apabila transaksi dibatalkan dari pihak 
pembeli maka kesepakatannya adalah uang muka yang telah diberikan menjadi milik 
penjual dan tidak dapat diminta kembali, kemudian apabila dibatalkan dari pihak 
penjual maka kesepakatannya pihak pembeli harus mengembalikan uang muka 
tersebut kepada pembeli dua kali lipat. Dalam hal pembayaran sisa harga, antara 
pihak penjual dan pembeli tidak menentukan batas waktunya, namun biasanya 
pembayaran sisa harga tersebut diberikan setelah tembakau mulai dipanen atau pada 
saat pemanenan tembakau sudah selesai. 
Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa jual beli tembakau 
dengan menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali sesuai dengan konsep jual beli dengan uang muka (ba’i ‘urbu>n) 
yakni sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada 
penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam 
harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual.
8
 
Namun dalam praktiknya jual beli tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali, tidak ada batasan waktu yang jelas mengenai batasan 
pembatalan dan juga batasan pembayaran sisa harga. Dalam teori ba’i ‘urbu>n jual beli 
dengan menggunakan uang muka dibolehkan apabila dibatasi waktunya dengan jelas. 
                                                             
8
 Shalal ash Shawi dan Abdullah al Mushlih, Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu, Terj… hlm. 
131. 
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Seperti halnya yang telah disebutkan dalam keputusan Fatwa Majma Fikih Islam poin 
ke dua yang berbunyi “jual beli sistem uang muka/panjar dibolehkan bila dibatasi 
waktu menunggunya secara pasti, uang muka/panjar itu dimasukkan sebagian 
pembayaran bila pembelian berlanjut. Dan uang muka tersebut menjadi milik penjual, 
bila pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian”.9 
Selain itu dari kalangan Hanabilah juga berpendapat bahwa syarat dibolehkannya 
jual beli dengan uang muka/panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu.
10
 Dalam 
praktiknya jual beli dengan menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi 
Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), 
sedangkan syarat dibolehkannya jual beli adalah adanya kejelasan mengenai batasan 
waktu yang jelas. Karena ketidakjelasan mengenai batasan waktu tersebut dapat 
menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak, padahal jual beli dalam Islam 
diharapkan mampu memberikan keuntungan bangi kedua belah pihak, sehingga hal 
tersebut tidak sesuai dengan kaidah muamalah yang berbunyi راَرِضَلاَوَرَرَضَلا yang 
artinya “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain”. 
Dari Analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo 
                                                             
9
 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu, Terj …. hlm. 
132. 
10
 Ibid., hlm. 132. 
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Kabupaten Boyolali termasuk jual beli yang rusak/batal, karena tidak memenuhi 
syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang muka. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktik penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau di Desa 
Sukabumi merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi warga 
setempat. Umumnya pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda 
kesungguhan dalam transaksi. Penggunaan uang muka tersebut merupakan 
kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah uang muka ditentukan sesuai dari 
kehendak pembeli. Dalam hal pembayaran sisa harga tidak ditentukan 
waktunya secara pasti, namun pembeli basanya membayar pada saat 
setelah tembakau mulai dipanen atau pada saat pemanenan tembakau 
selesai. Kemudian dalam hal pembatalan transaksi, tidak ada batasan 
waktu pembatalan. 
2. Ditinjau dari teori jual beli dan ba’i ‘urbu>n, jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali termasuk dalam kebiasaan (‘urf), dilihat dari 
macamnya termasuk dalam ‘urf al-‘amali, kemudian dilihat dari segi 
keabsahannya termasuk dalam ‘urf al-fasid karena bertentangan dengan 
hukum Islam. Kemudian ditinjau dari teori jual beli transaksi tersebut 
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sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Jual beli tersebut 
termasuk kedalam ba’i al-mut>laq yakni jual beli barang dengan alat tukar 
(uang). Namun dalam jual beli tersebut mengandung unsur gharar atau 
ketidakjelasan dalam batasan waktu yang jelas antara jadi dibeli atau 
dibatalkan, sedangkan syarat dibolehkannya jual beli dengan 
menggunakan uang muka adalah adanya batasan waktu menunggu yang 
jelas. Sehingga penulis menyimpulkan jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali termasuk jual beli yang rusak (fasid). 
 
B. Saran 
1. Bagi penjual  
Sebaiknya penjual membuat kesepakatan dengan pembeli mengenai 
batasan waktu yang jelas dalam tarsaksi tersebut, baik dalam hal kepastian 
jadi dibeli atau dibatalkan dan juga dalam hal pembayaran sisa harga yang 
belum dibayarkan. Sehingga terbebas dari unsur gharar yang membuat 
jual beli tersebut menjadi rusak (fasid). Jual beli tembakau dengan 
menggunakan uang muka boleh dilakukan karena sudah menjadi adat, 
namun sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan penggunaan uang muka 
dalam hukum Islam. 
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2. Bagi pembeli 
Dalam pemberian uang muka sebaiknya jumlah uang ditentukan 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, meskipun dalam praktiknya 
penjual tidak merasa keberatan dengan berapapun jumlah uang muka yang 
diberikan. Selain itu pembeli sebaiknya membuat kesepakatan dengan 
penjual mengenai batasan waktu yang jelas dalam tarsaksi tersebut, baik 
dalam hal kepastian jadi dibeli atau dibatalkan dan juga dalam hal 
pembayaran sisa harga yang belum dibayarkan. Sehingga terbebas dari 
unsur gharar yang membuat jual beli tersebut menjadi rusak (fasid). Jual 
beli tembakau dengan menggunakan uang muka boleh dilakukan karena 
sudah menjadi adat, namun sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan 
penggunaan uang muka dalam hukum Islam. 
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Wawancara 
 
 
Kukup, Petani Tembakau di Desa Sukabumi, Wawancara Pribadi, 12 Juli 2018, 
14.00-14.15 WIB. 
 
Maryono, Petani Tembakau di Desa Ngepos, Wawancara Pribadi, 2 April 2018, Jam 
14.20-14.35 WIB. 
 
Nuri, Petani Tembakau di Desa Sukabumi, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 
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Surip, Pembeli Tembakau di Desa Sukabumi, Wawancara Pribadi, 2 Desember 2017, 
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Wito Sakat, Petani Tembakau di Desa Sukabumi, Wawancara Pribadi, 6 April 2018, 
Jam 15.25-15.40 WIB. 
 
Daftar Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Penjual 
 
Daftar Pertanyaan 
Kepada Penjual/Petani Tembakau 
 
1. Bagaimana tata cara jual beli tembakau yang di lakukan di Desa Sukabumi ? 
2. Sistem tebasan di sertai uang muka itu bagaimana? 
3. Kapan penyerahan uang atau pelunasan sisa pembayaran dilakukan setelah 
pemberian uang muka? Apakah ada ketentuan atau kesepakatan? 
4. Berapa besarnya uang muka yang diberikan? Apakah ada ketentuan? 
5. Pernahkan mengalami pembatalan transaksi jual beli tembakau? Siapa yang 
membatalkan? Dan apa konsekuensinya? 
6. Berapa jangka waktu pembatalan tersebut dilakukan setelah transaksi di laukan? 
Apa ada batasan waktu? 
7. Dari pembatalan tranaksi tersebut, apakah anda mengalami kerugian atau tidak?  
8. Apabila mengalami kerugian lebih besar dari uang muka bagaimana? 
9. Apabila kerugian lebih kecil dari uang muka bagaimana? 
 
 
 
 
Daftar Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pembeli 
 
Daftar Pertanyaan 
Kepada Pembeli Tembakau 
 
1. Bagaimana tata cara jual beli tembakau yang anda praktekkan? 
2. Apa yang dimaksud dengan jual beli tebasan disertai uang muka? 
3. Berapa besarnya uang muka yang anda berikan? Apakah ada ketentuan atau 
kesepakatan mengenai penggunaan uang muka? 
4. Kapan pembayaran uang atau pelunasan sisa pembayaran di lakukan? 
5. Pernahkan terjadi membatalkan transaksi tembakau? Kapan ?Pihak mana yang 
membatalkan (penjual/pembeli)? 
6. Selang berapa lama pembatalan tersebut dilakukan setelah transaksi di lakukan? 
7. Apa konsekuensi dari pembatalan transaksi tersebut? 
8. Dari pembatalan yang pernah terjadi apakah pernah mengalami kerugian? 
 
Lampiran 3: Dokumentasi Foto Wawancara 
Foto Wawancara 
 
 
  
 
 
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
Nama     : Nasifah Sugestiana 
NIM     : 142111078 
Tempat, Tanggal Lahir  : Boyolali, 29 Juni 1996 
Alamat    : Sukabumi Rt 06 Rw 02 Cepogo Boyolali 
No. Hp    : 085867743950 
Email     : sugestianas29@gmail.com 
Nama Ayah    : Suradi 
Nama Ibu    : Lestari 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD Negeri Sukabumi Lulus Tahun 2008 
 SMP Negeri 1 Cepogo Lulus Tahun 2011 
 SMA Negeri 1 Cepogo Lulus Tahun 2014 
 Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk Tahun 2014 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surakarta, 29 Juni 2018 
 
 
Nasifah Sugestiana 
